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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 65 TAHUN 2018 

TENTANG 

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 dan 

Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Juncto Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan 

Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengatur 

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang 

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-

SKPKD) yang telah disahkan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas di Lingkungan 

Pemerintah Kota Probolinggo; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenrintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22); 

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24); 

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 

Nomor 6); 

16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 tentang 

Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2017 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 118 Tahun 2017 

tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2018 Nomor 16); 
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17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang 

Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123); 

18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 

Nomor 127) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo 

Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN 

ANGGARAN KAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

PROBOLINGGO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 

daerah. 

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh pengguna anggaran. 
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7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum 

daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang 

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam 

mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah dalam menyusun SPD. 

 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan mekanisme 

pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara tertib 

berdasarkan asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas manajemen kas. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 

a. Perencanaan; 

b. Pelaksanaan; 

c. Pengendalian; dan 

d. Evaluasi. 

 

BAB III 

PERENCANAAN 

Pasal 5 

(1) Bagian/Bidang/Sekretariat pada SKPD mengkoordinir penyusunan anggaran 

kas sesuai dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 

rancangan DPA-SKPD. 

(2) Dokumen anggaran kas dari masing-masing bagian/bidang/sekretariat 

dikompilasi oleh Sekretaris dan dibahas bersama dengan Kepala SKPD. 

(3) Rancangan anggaran kas SKPD yang telah disetujui oleh Kepala SKPD 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan degan pembahasan DPA-

SKPD. 
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(4) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan 

rancangan DPA-SKPD untuk selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah. 

(5) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur 

ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran 

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang 

telah disahkan. 

(6) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. 

(7) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan per triwulan 

sesuai dengan ketersediaan dana. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN 

Pasal 6 

(1) SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah 

disusun. 

(2) Apabila terjadi perubahan jadwal kegiatan SKPD dan ketersedian dana tidak 

mencukupi, maka Kepala SKPD harus mengajukan perubahan anggaran kas 

secara tertulis kepada PPKD dengan dilampiri dokumen pendukung dan 

mempertimbangkan urgensi kegiatan yang ada. 

(3) Pertimbangan urgensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 

a. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat; dan 

b. Kegiatan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(4) Perubahan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilakukan Kepala SKPD paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

(5) Apabila terjadi keadaan kahar dan batasan perubahan telah dilampaui, maka 

SKPD dapat mengajukan perubahan anggaran kas secara tertulis kepada 

PPKD dengan dilampiri dokumen pendukung. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN 

Pasal 7 

(1) Pengendalian anggaran kas dilakukan oleh PPKD. 

(2) Pengendalian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengkonsolidasikan anggaran kas SKPD; 
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b. Menerbitkan tambahan surat penyediaan dana untuk disahkan oleh BUD 

yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD yang mengajukan revisi 

anggaran kas; dan 

c. Melakukan monitoring realisasi serapan dana terhadap SPD yang telah 

diterbitkan. 

 

BAB VI 

EVALUASI 

Pasal 8 

(1) PPKD selaku BUD melakukan rapat evaluasi per triwulan terhadap 

pelaksanaan pengendalian anggaran kas SKPD dan SKPKD. 

(2) Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan per triwulan yang disampaikan 

kepada Walikota dengan waktu paling lambat pada bulan pertama triwulan 

berikutnya. 

 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal 4 Juni 2018 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

R U K M I N I 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal 4 Juni 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

BAMBANG AGUS SUWIGNYO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 65 

Salinan sesuai dengan  slinya, 
Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 


